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Abstrak
 

Model pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru melalui program trilogi pembangunan:

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas politik untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi- dalam tahun-tahun pertama menunjukkan prestasi yang baik. Tetapi

sayang, prestasi ekonomi itu ternyata dibangun di atas landasan yang rapuh.

 

Model kekuasaan politik dan ekonomi yang sentralistik itu memunculkan praktek model ekonomi

kapitalisme perkocoan (crony capitalism) sehingga tumbuh KKN, moral hazzard, dan rent seeker sebagai

virus dalam kehidupan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak

menciptakan distribusi pendapatan, atau usaha masyarakat golongan kecil dan menengah. Pertumbuhan

ekonomi menciptakan peningkatan segolongan kecil pelaku bisnis yang konglomeratif dan menjad parasit

negara.

 

Dengan kondisi itu, harapan untuk mempercepat terwujudnya civil society sangatlah berat. Hal itu

diperparah oleh "ketidakseriusan" beberapa stakeholder, di antaranya partai palitik, pemerintah, dan

beberapa LSM, untuk dapat konsisten memperjuangkan mewujudkan civil society di Indonesia. Usaha

mewujudkan civil society adalah menjadi idaman bagi hampir negara-negara yang sedang membangun

demokrasi. Gerakan reformasi tahun 1998 lalu sehingga pemerintah Orde Baru jatuh bisa dianggap

merupakan gerakan civil society. Model gerakannya hampir mirip dengan gerakan-gerakan reformasi di

Eropa Timur- termasuk di Polandia, Cekoslavia, Yugoslavia, eks Uni Soviet- di mana gerakan civil society

adalah merupakan antitesa/perhadap-hadapan/vis a vis dengan kekuatan penguasa (state).

 

Pemilihan prioritas strategi kebijakan stakeholder dilakukan dengan metode Teori Permainan (Game

Theory) untuk mendapatkan Win-win Solution yang dilakukan dengan melibatkan 15 orang ekspert

dibidangnya masing-masing. Penulis menganggap mereka dapat mewakili 3 stakeholder, yaitu partai politik,

pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka terdiri dari 5 orang aktivis/fungsionaris

partai politik pemenang pemilu sebagai 5 partai politik terbesar yang memperoleh kursi di tingkat DPR RI

(PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN); 5 orang ekspert dari pemerintah yang mewakili 5 departemen

pemerintahan (Depdagri, Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Bappenas, Kementerian

Negara Koperasi dan UKM); dan 5 orang ekspert dari LSM (YLBHI, Humanika, Intrans, PB PMKRI, PB

HMI).

 

Hasil analisis kebijakan mewujudkan civil society di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dengan

strategi keseimbangan (Game Theory) dan metode TOWS menunjukkan bahwa peran aktif dari setiap
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stakeholder sangat diharapkan guna menghasilkan prioritas strategi kebijakan yang paling optimal. Dari

tabel Win win Solution dapat dinilai bahwa bobot nilai terbesar dari prioritas strategi masing-masing

stakeholder bila diurutkan adalah: (1) antara partai politik - pemerintah (0,275; 0,436); (2) LSM -

pemerintah (0,292; 0,411); dan (3) partai politik - LSM (0,266; 0,282).

 

Win-win Solution antara partai politik dan pemerintah didasarkan pemikiran pelaksanaan Trias Politika di

Indonesia yang tidak murni telah menempatkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk mengadakan

komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang kepentingannya terjelma dalam sikap fraksi-

fraksi di DPR. Model komunikasi pemerintah-DPR yang telah terlembaga menyebabkan peluang untuk

mengadakan kerjasama relatif besar.

 

Win-win Solution yang mempunyai bobot nilai terbesar kedua adalah pemerintah-LSM. Pemerintah telah

mengadopsi beberapa program LSM. Hal itu tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma pembangunan

pemerintah dari "ideologi developmentalisme" menjadi paradigma pembangunan yang berorientasi pada

manusia (human centered development), Hal ini menempatkan beberapa LSM menjadi mitra pemerintah

dalam suatu proyek pembangunan karena persamaan tujuan dan target. Maka kemudian muncul LSM-LSM

"pelat merah" yang bersifat kooperatif dan dalam beberapa hal dapat dianggap menjadi agen pemerintah.

 

Win-win Solution yang paling rendah adalah antara partai politik-LSM. Usaha partai politik memperlebar

basis dikungan masyarakat sebagai legitimasi politik sehingga tujuan partai politik untuk merebut dan

mempertahankan kekuasaan (ekonomi dan politik) semakin besar, Hal inilah yang sering dlkritik oleh LSM

karena partai politik hanya bertujuan untuk orientasi kekuasaan. Partai politikpun juga menilai usaha LSM

meningkatkan kesadaran politik masyarakat bersifat karitatif . Sikap saling curiga ini akan terus terjadi.


